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ANALISIS KEBIJAKAN, RENCANA DAN PROGRAM (KRP)
DALAM KAJIAN LINGKUNGAN STRATEGIS (KLS)
PENGELOLAAN KAWASAN BOPUNCUR

Oleh : Nugraha, Drs. SE. M.Si."

Kajian Lingkungan Strategik (Strategic Emvironmental Assessment) merupakan suahi proses
vang sistematls dan komprehensif dalam evaluasi dampak lnglungan yvang diprakirakan dapai
timbul akibat pelaksanaan kebijakan, rencana, aau program (KRP) vang dilakulkan pada tahap
awal dari suatu proses pengambilan keputusan kegiatan pembangunan, selain perfimbangan-
pertimbangan ekonomi dan sosial. Salah satu komponen dalam studi KLS ini adalah studi
terhadap KRP yang sudah ada. Dan tulisan ini menguraikan hasil studi KRFP dari kawasan
Bopuncur berikut sejumlah rekomendasi kebijakan yang harus menjadi perhatian dalam

pengelolaan kawasan Bopuncur.

[ e —————— |

. PENDAHULUAN

Kawasan Bogor — Puncak - Cianjur atau
yang lebih dikenal dengan scbuian Bopuncur
merupakan salah satu kawasan di Propins
Jawa Barat vang mengalami perkembangan
wilayah yang sangat pesat. Perkembangan
vang terjadi tidak terlepas dar posisi
geografisnya vang strategis, yaitu teretak di
antara porcs yvang menghubungkan ibukota
negara  (Jakarta) dan ibukota propinsi
(Bandung). Bagi Jakarta dan sekitamya,
kawasan Bopuncur mempunyai peran yang
sangai penting karena kawasan ini terletak di
bagian hualy, yaitu berperan  dalam
pengendalion air permukaan dan air tanah
bagi doerah hilir {ti:nnasuk wilayah DK
Jakarta). Disamping ita, kawasan Bopuncur
merupakan  kawasan  penvangga  bagi
perkembangan pembangunan DEI  Jakarta
dan karakteristik alam vang dimiliki kawasan
ini merupakan daya tark tersendiri bagi
masyarakal DK Jakana dan sekitamya,

Hal yang paling mendasar berkaiian
dengan dinamika perkembangan di kawasan
Bopuncur vang cenderung kurang terkendali
adalah adanya kemyataan bahwa
implementasi  berbagai  kebijakan  vang
dityjukan uniuk kegiatan pemanfaatan dan
perlindungan ekosistem di kawasan lersebut
belum sepenuhnya harmonis. Bahkan dalam
beberapa kasus, tumpang tindih peruntukkan

Selama ini Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan (AMDAL) merupakan salsh satu
perangkat pengelolaan lingkungan yang
sudah banyak dimanfaatkan untuk menilai
dampak sudtu proyek. Namun demikian,
perangkat tersebut tidak tepat untuk mengkaji
pengelolaan lingkungan yang permasalahan-
nya terkait eral dengan proses pengambilan
keputusan  atan  kebijakan  pengelolaan
lingkungan seperti yang terjadi di kawasan
Bopunjur. Seharusna kajian dilakukan pada

I} Pesulis adaloh rebagai tenaga ahl bidang bebijokan publit dofom Stedi 808 Bopuncur, kerasoma BFLHTD
Fropinsi Jawa Barat dengan PPEDAL Untveritay Padjadfaran, tahum 2003
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level sirategic compomens (ungkat hulu)
dalam suaty decision making cvele process,
vaitu kapan pada tingkat kebijakam, rencana
atau . program (KRP). Sementara AMDAL
diaplikasikan pada tingkat hilic, vaiu pada
tingkal proyek. Oleh karena itn, perangkal
pengelolaan  lingkungan  yvang lebih  tepat
untuk mengkaji permasalahan lingkungan di
kawasan Bopunjur adalah Kajian Lingkungan
Strategik (KLS) atau Strategic Enviranmental
Assessment (SEA). KLS merupakan suatu
proses vang sistematis dan komprehensif
dalam evaluasi dampak lingkungan vang
diprakirakan dapat timbul akibat pelaksanaan
kebijakan, rencana, atau program (KRP) yang
dilaknkan pada tahap awal dari suatu proses
pengambilan keputusan kegiatan pembang-
unan,  selain  perimbangan-pertimbangan
ckonomi dan sosial. Instrumen ini diharapkan
dapat mengidentifikasi akar permasalahan
yang terjadi dan memberikan alternatif sistem
pengelolaan hngkungan yang bersifat adaptif
schagai dasar dalam penetapan kebijakan
pengelolaan lingkungan masa depan.

2 Identifikusi Kebijokan, Rencana atou
Program (KRF) Kowasun Bopuncur

Kajian Lingkungan Siategik (KLS)
merupakan kajian vang temang dampak
potensial akibat dan implementasi kebijakoan,
rencana, atsu program (KRP) vang dalam
konteks i adalsh pemanfastan roang di
Kawasan Bopuncur. Untuk  mendukung
kajian tersebut, maka pada bagian ini akan
dilakukan analisis terhadap sejumlah KRP
vang telah dikeluarkan oleh pemernntah, baik
itu pemenntah  pusal, propinsi  maupun
kabupasten/kota wvang secara  administratif
merupakan bagian dari Kawasan Bopuncur,

2.1 Kehijakan, Rencana ataw Program
(KRP) Nasional

Kebijakan, rencana dan program (KRP)
pasional dalam rangks pengendalian kinwasan
Bopuncur diatur dalam Kepres No. 11471999
Keppres No. 114 Tahun 1999 ientang
Fencana Tata Ruang Kawasan Bopuncur
diterbitkan dengan melandaskan pada UU No
22 Tahun 1999 Temang Pemenntah Daerah,
FF No. 47 tahun 1997 tentang RTRW
Masional serta Keputusan Presiden No. 32
tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan
lindung.  Adapun i dari
diterbitkannya kebijakan ini
s Kurang berfungsinya Kawasan Bopuncur
sehagai kawasan konservasi air dan tanah
sebagai  akibat dan  perkembangan
pembangunan yang sangat pesat  dan
kurang terkendali

e Kawiasan Bopuncur sesua dengan PP Mo,
47 whun 1997 tentang RTRW Nasional
termasuk  Kawasan tertentu Ying
memerlukan  penangan  khusus  dan
merupakan kawasan yang mempunyai nilai
strtegis sebagai kawasan Yang
memberikan perlmdungan bagi kawasan di
bawahnya termasuk DEI Jak:aria

# Bahwa sejumlah kebijaksn yang telah
dikeluarkan, khosusmva  Kepres No
T91985 tentang penstapan  RUTR
Kawasan Puncak dan Kepres 48 tahun
1983 tentang penangan khusus penataan
nung dan penertiban wilayah jalur jalan
Jakaria — Bogor - Pumcak - Cianjur,
dianggap sudah tidak membenkan jaminan
lagt bagi konservast tanah dan air,

2 libat bagion menimbong dan Kepuncsan Presiden Mo, {1471 999
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Dalam pasal 2 Kepres ini telaly menegas
Kawasan  Bopuncur  sebagmi  kawasan
konservasi air dan tanah, dengan melingkup
19 (sembilan belas) kecamatan vang tersebar
di 4 {empat) Kabupaten, Melalui Kepres ini
pemerintal miengharapkan Kawasan
Bopuncur mampu menjalankan fungsinya
utamanys sebagai kawasan konservasi air dan
tanah vang memamin tersedianya air dan
tanab, air permuokaan dan penanggulangan
banjir bagi kawasan Bopuncur dan daerah

hilirnya. Secara lebih khusus tujuan ersebut
divratkan dalam beberapa sasaran, vaitu
terwwjudnys  penmgkatan  fungsi  lindung
tethadap tanah, air, udara, flora dan fawna
serta  lercapainya  opimalisasi  fungs
budidayva Sejalin dengan tujuan dan sasaran
terscbul, maka Keppres tersebut  telah
menetapkan pokok-pokok kebijakan penataan
ruang Bopuncur, yang meliputi: (1) Perenca-
naan tata ruang; (2) Pemanfastan tata mang,
(3} Pengendalian Pemanfaatan tata rmang,

Tabel 1
Kebijakan Penataan Ruang Bopuncur Sesuai dengan Kepres No, 114/1999

M. Aspel

Kebijakan, Hencana, Program (KRF)

1 FPerencanaan

Tuta Ruang = Teloh ditclapkan lokasi dominesi pemanfistan roang dengan peta HTRE
Bopuncur dengan skala 1250000 sebagai bogian dan Kepspres ini.
&  Dengan masmg-muning kxwasan teluh dijeloskan paruntukan dan man fasnyi
wung biss dibasilion,
*  Adwpun kawasan-kawasn tersebut:
s Eawasan Lindungp
ERawasan hutang lindung
Fuwuran Cagar Alam
Eawasan tarman nasional
Kawasan tuman wisats -
Kawssan perlindungan selempat, yang terdiri: sempadan
mingai, sekilar mats air, sekitnr waduk/situ/danay
b Eawssan bodidays:
. Kawasan pertanian lahan basal
*  Kowosan lainnya. vang terdirs, pertanian  lshan  kering.
keswasan perkebunan, dan pomulidman.

i Temanfastan
Tata Ruang

¢ Telab diurakan ssjumlsh lerangin (enfang sefumish aktnites (yang dibum
dalumn feritering umuk maving-macing  kawssan, termasuk lamangan untak
memindsh alik funesioan satu [nhan dengan laban lain

Untuk mengeperasionalknmnys makn kepunisan lain baik dari intanst vetikal
dan daerah parus menpacy kepads Kepred ini. Yang dilakukan dengan
kpordinasi dan memperhatikon persyaraian teknis vang mendubung konservasi
alr dan tamah (Pasal 17)

Tata Ruang
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Pemuntavan, penelitian, pelaporun dan evaloasi oleh pemerintah deeraly
Keputm pengendalian dilakukin dengan mekanisme:

ix Lasrah {1 bulsiwn ) kepoda camat

5 Camat (1 bulunsn) kepads bupati/walikota

& Bupati'walikow (3 bulanan)

o Gubernur (6 bulanan) kepada menten
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. Lim-lain:

o Adapun i dar laparan tersebut sdalah menvanglou:
| Perkcembancan Pembanininan Gk
Perlembangnn parubahan hak iins tansh
Peribiban fungsi luhan
Masalah yang segzra perlu dintan
o Masalah-messlah vang peluang mincl
o Meonteri bersamn gubsrmur jugs bapatiiwalikota mengadakan evaluasi hasil
pemantauan, penalitian dan peliporan tersebnt herdasarian kebutuhan.
«  Penertiban dilaksanakan olch pernerintah yang berwenany dan mentan
«  Pembinaan; Pelaksanaan kegiatan pembinaan dikoordinasikan oleh wbermar

o Koordinasi penataan ruang Bopungor oleh menter
o RTRW 110.060 oleh Perda Fropinsi
> RTRW 15000 oleh Perda Kabupaten/'Kota

Sumber Kepres No. 114/1999

Selanjutniva, - dalam kepentingan
identifikasi KRP di tingkat nasiomal, maka
selain peraturon tersebut di atas, juga harus
mempertimbangkan  perjalanan  semangatl
olonomi da=rah vang saat i felah berjalan
Untuk kepentingan tersebut ada dua peraturan
penmdangan yang juga harus dianalisis, vaitu
Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dan PP
No. 25 Tahun 1999

Pertama, Undang-undang No. 22 Tahun
1999 tentang Pemerntah Dacrah,  selain
chadilan tmggak dani  pengelompokan
identifikasi juga tdak secara langsung
memilikn  kelerhubungan  denpan  kajian
linginmgnn  strategik  Kawasan Bopuncur
namun karena keberadaan undang-undang ini
mergpakan salah satu longgak lerpenting
dalam  perubshan  sisiem  administrsi
kepemerimtahan  di  Indonesia.  khususnya
dalam pembenan otonomn yang luas bagi
daerah, schinges diprediksikan akan memiliki
keterkaitan dengan dampak potensial yang
akan umbul dan pengelolaan Kawasan
Bopuncur di masa yang akan datang,

Dalam pasal 10 Undang-undang tersebut
dischutkan bahwa: “kewenangan daerah

mencakup  seluruh  kewenangan  dalam
seluruh bidang pemerintahan, kecuall bidang
politik luar megeri, periahanan keamanan,
peradilan, moneter dan fiskal agama serin
kewenangan lain”

Secara khusus pasal vang bisa dipakai
untuk menjelaskan kewenangan daerah dalam
pengelolaan Bopuncur sebagai satn kawasan
vang harus dikelola dengan mempertim-
bangan  keberlangsungan  Iin
(sustainability emuromment) dapm dilihat
dalam pasal 10 Dalam pasal tersebul
dijelaskan bahwa dacrah memiliki kewenang-
an dalam mengelola sumber daya nasional
vang tersedia di wilayahnya dan bertanggung-
jawab memelihara kelestarian  lingkungan
sesuai dengan perundang-undangan.

Dengan dua pasal terscbut  dapat
dijelaskan bahwa menganalisis KRP yang
melingkupi Kawasan Bopuncur harus dimulai
secara simultan antara dan kebijakan yang
daiangnva dari pemeriniah pusal  maupum
kehijakan vang diboat oleh dasmbh,

.. Kedua, PP No. 25 Tahun 1999 tentang
Rincian Kewenangan Pusat dan Propinsi ini
merupakan  peraturan  vang  menjelaskan
secara rinci vang menjadi kewenangan pusat
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dan propinst. Dan dalam kepentingan kajian
ini, pasal-pasal yang memiliki relevansi di
antaranya adalah:

« Pasal 3 poin 12 temang Tata Ruang.
Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa:
(1) penstaan ftata ruang  propnsi
berdasarkan kepada kesepakatan antara
propmsi dan kabupaten/kota; (2) Propinsi
memiliki kewenangan dalam pelaksanaan
fata mang.

« Pasal 3 poin 16 lemang Lingkungan
Hidup. Dalam pasal tersebut propinsi
memiliki  kewenangan  dalam: (1)
pengendalian  lingkungan  hidup  lintas
kabupaten/kota; (2) pengaturan dalam
pengamanan dan pelesatanan sumber
daya air hntas kabupatenkota; (3)
Penilaian AMDAL bagi kegiatan-kegiatan
vang potensial berdampak negatif pada
masyarakat luas yang lokasinya lebah dan
satn  kabupaten'kota; (4) Pengawasan
pelaksanaan konservasi limias
kabupaten/kota; (5) pencrapan baku mutu
lingkungan.

2.1.2. Kebijakan, Rencana atau Program
(KRP) Propinsi Jawa Barat

Dalam rangka operasionalisasi sejumlah
kebijakan di tingkat masional, Propinsi Jawa
Baral telah menstapkan pembentukan TAT
pengendalian s mang Kawasan Bopuncur
milalui SK NO. 821/SK 05-BINPROD/1985
oleh Gubermur Jawa Baral. TAT sebagaimana
dimaksud  menjalankan  fungsi  untuk
mengkoordinasikan rekomendasi teknis untuk
penertiban. perijman vang dikeluarkan oleh
dinas/Instansi terkait maupun pengendalian
pembangunan  di  Kawasan  Bopuncur,
Walaupun pada tahun 1993, Gubermur telah
mencabut pembentukan TAT im melalui SK.
No. 24/1993, Pencabutan wi dilatarbelakang
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olch adanya rtegulasi yang memberikan
kewenangan kepada kabupaten (Tingkat 1I)
baik dalam hal penertiban perijinan maupun
pengawasan dan  pengendalian. Sedangkan
Propinsi Jawa Baral hanya mengalankan
fungsi Koordinasi tata reang propins

Pada tahun 1986, Gubermur melalm
Surat No, 593/Inst. 56 | -Binprod/1986
menerbitkan instruksi yang mengatur lenlang
pengendalian  mutasi tanah di  Kawasan
Bopuncur  khususnya  ditwjukan  kepada
mstansi  vang berwenang melaksanakan
kebijakan pertanahan. Dan pada tahun 1991,
secara lebih  spesifik melalui SK No.
413.21/5K-222-Huk/1991, Gubernur Jawa
Barat telah menerbitkan kriteria lokasi dan
standar teknis penataan ruang di Kawasan
Bopuncur,

Pada tahun 1994, sejalan dengan kondisi
Iingkungan di Kawasan Bopuncur vang
semakin  mengkhawatirkan maka Gubemur
telah menerbitkan Surat No. 640/3246-
Bappeda/1994, yang isinya melarang bagi
Badim Pertahanan Nasional (BPN) di masing-
masing Kabupaten untuk menerbitkan ijin
lokasi di Kecamatan Sukaresmi, Cisarua,
Pacet dan Cugenang Kabupaten Cianjur, serta
Kecamatan Ciawi, Cigama dan
Megamendung di Kabupaten Bogor sampai
dilakukan kajian dan evaluasi dava dukung
lingkungan,

Berdasarkan hasil evaluasi dava dukung
lingkumgan oleh Propinsi Jawa Burat yang
bekerja sama dengan LPM-ITB vang terfuang
dalam Surai Gubemur Jawa Bamt No.
640/182. Bappeda/1995 vang imtinya
menzgaskan  pelarmngan  penerbitakan  1jin
lokasi pada seluruh desa-desa vang iercontum
dalam Sumat No. 640/3246-Bappeda/] 994,
kecoali 4 (empal) desa di Kecamatan Cisaroa,
2 (dva) kecamatan di Megamendung seria
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scbagian desa di Kecamatan Cugenang dan
Sukaresm

Mengingal  adanyn  perkembangan
pembangunan  vang  kuring  terkendali
schingima menvebabkan  munculnya masalah
it nuang dan lingkungan di Kawasan
Bopuncur, maka Menteri Negar PPN/Ketua
Bappenas mengeluarkan surat No, 2002 /MK-
4/1996 tentang penanganan pembangunan di
Kawasan Bopuncur vang pada dasamya
menekankan perlunya evaluasi tata ruang
Kawasan Bopuncur. Melalui BKTRN telah
dibentuk tim  antar departemen  (pokja
Bopuncur) yang bertugas  melakukan
penilaian dan evaluasi tata ruang Kawasan
Bopuncur yang bami.  Sejalan dengan hasil
evaluasi tersebut, maka Gubernur telsh

mengeluarkan sural No.
556,31/423/Bappeda/1998 tentang penataan
ruang di Kawasan Bopuncur,

Pada tahun 2001, Pemerintah Propinsi
Jawa Barat telah mengeluarkan Rencana
Strategis (Renstra) Proping Jawa Baral untuk
lahun  Z001-2005. Dalam konteks KRP
Kawasan Bopuncur, mampaknya tidak ada
satn KRP yang secarns khusus mengatur hal
fersebut. Namun secara wmum dalam penpe-
lolaan sumber dava alam dun kelestarian
lingkungan remstra i telah merencanakan
sejumlah program, di amaranya adalah:

+ Pengembangan informasi SDA atau LH

« Penvusunan strolegi  pengeloaan SDA
vang berwawasan lingkungan

« Penyvusunan pedoman perlindungan dan
penuanfaatan keragaman hayat

« Pengendalian pencemuran dan pemuliban
lingkungan

Pada tahun 2003 Jawa Barat juga telah
mengeluarkan Perda MNo 22003 tentang
RTREW Propinsi Jabar. Pasal 6 Perda ini
menjelaskan bahwa cakupan RTRWP ini
miencakup:

»  Kebijakan perencanaan, yang meliputi
rencana struktur tata ruang dan rencana

pola ruang

»  Kebijakan pemanfaatan  ruang, vang
meliputl  program, kegiatan, tahapan
dan pembinyaan pembangunimn

« Kebijakan pengendalinn pemanfiatan,
meliputi  kegiatan  pengawasan  dan

penertiban terhadap pemanfaatan ruang

Secara lebih spesifik polcok-pokok B RF dan
Perda im adalah sebagm berikut:

« RTEW Propinsi ini telah menetapkan
sejumlab  kawasan. Dan  Kawasan
Bopuncur telah ditetapkan sebagai
kawasan andalan agrobisnis  dan
pariwisata (Pasal 27 ayat 3 poinb),

«  MNamun juga dalam pasal lan secam
tersirat bahwa- Kawasan Bopuncur ini
jugn termasuk kawasan lindung dan
kawasan resapan air.

»  Untuk masing-masing kawasan, peta
detailnya dibuat dengan skala 1:250.000
(pasal 30)

«  Adanva penctapan untuk Tuas Kawasan
Lindung di Jawa Barat ditetapkan 43%
dan luas scluruh wilayah Jaws Barat,
vang melipuii kawasan yang berfungsi
lindong di dalam hutan mavpun di fuar
kawasan hutan (pasal 31 avat a)

«  Mempentahankan kawasan resapan air
atan kawasan yang berfungsi hidrologis
uniuk menjamin ketersedisan air (pasal
3] avatb)

A Lt sebegionm besar, peryebutan name daerah afau wilgyok yang termond: sebush kmwasan disetutian recora
nidake pelar. yait dengan fonva siemebul nome kobupales atow kotanye sapa. Schingge perumukkon kowasa

Hopuncurpun menerds kurang felas,
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Mengendalikan pemanfaatan ruang di
luar kawasan hutan schingga tetap
berfungsi lindung

Pada pasal 34-41 kawasan lindung vang
berfungst  lindung,  disebutkan  tidak
secara spesifik (hanva menvebul nama
kabupaten/kota)

Telah ditctapkan rencana pola tata ruang
untuk Jawa Barat, namum pola tersebut
masth berbentuk kebijakan umum.

Selain yang bersifat kebijakan, dalam

Perda ini telah terangkum sejumlah kebijakan
yang bersifal rencana atan program, yaitu:
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« Rencana pencapaian luas kawasan
lindung vang 45% tersebut di awms
akan dicapai secara bentahap, di
mana angka 21% akan dicapai dalam
tahun ketiga perencanaan ni dan
angka 45% akan dicapai pada akhir
tahun perencananaan yaitu tahun
2010, yang akan dilakukan melalui:
o Pengukuhan kawasan lindung
o Rehabilitasi  dan  konservassi
lahan kawasan lindung

o Pengendalian kawasan lindung

o Pengembangan partisipasi
masyarakat

» Peningkatan pemanfaatan potensi
sumber dava hutan

= Pengembangan pola intensif dan
disintensif pengelolsan kawasan
lindung

« Rencana untuk melakukan penataan
kawasan andalan Bopuncur akan
mulai dimulai dalam 3 tahon terakhir
(2005-2010)

« Ada rencana priortas uniuk reha-
bilitasi konservasi DAS (pasal 71)

+ Ada scjumlah program  untuk
mempenahankan  kawasan  budi

Kebijakan,
(KRP)Tingkat Kabupaten/Kota

daya. Khususnya lahan sawah (pasal
73-75)

« Adanya  rencana/program  untuk
pengendalian  kualitas  lingkungan,
vang  akan dilakukan  melalui
sejumlah  kegiatan  pengendalian
pencemaran, pengendalian
kerusakan dan penegakan hukum
dan efisiensi pemanfsatan sumber
daya alam serta pengembangan daya
dukung lingkungan buatan (pasal 78)

« Kegiatan-kegaitan dalam pasal 78 di
atas, ditetapkan akan dilaksanakan
sccara bertahap melalui  prioritas
pembangmman

Pokok-pokok KRP lainnya dari Perda im
adalah:

« Memberikan  kewenangan  koor-
dinasi pengendalian  pemanfaatan
ruang kepada Gubernur melalui Tim
Koordinasi Penataan Ruang Daerah,

5 T:m knmiumm pengendalian

kegiatan
pembangunan dan pemberian ijin
pemanfaatan ruang (pasal 83)

« mckamisme pengawasan melalu
proses berjenjang dari kabupaten/
kota

« Munculnya ketentuan pidana bagi
selisp vang melanggar ketentusn
Perda ini.

Hencana  atan  Program

Kebijukan, Rencana atau
(KRF) Kabupaten Cianjur

Program
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Identifikasi KRP tentang Kawasan Bopuncnr
untuk Kabupaten Cianjur dapat ditelusuri dari
tiga perda, yaitu
» Perda Momor 5 tahun 1994 t(entang
Review Detar—Fatee Ruang (RDTR)
Kawasan Puncak
« Perda Nomor 1 tahun 1997 tentang
rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Cianjur
+ Perda No. 8 Tahun 2002 tentang
Rencana Strategis Kabupaten Cianjur
tahun 2001 = 2005
Perda No. 5 tahun 1994 tentang RDTR
Kawasan Puncak telah ditetapkan dengan
tujuan  untuk  memberikan  petunjuk
pengendalian  pembangunan  dalam  angka
memulihkan  dan  mencegah kerusakan
lingkungan di kawasan terscbut (pasal 2).
Dun dari hasil identifikasi atas perda tersebut,
KRP vang muncul sebagian besar dalam
bentuk kebijakan Di mana pasal-pasal vang
ada hanya bersifal penectapan knitena seria
lokasi bagi kawasan tersebul yang termasuk
kawasan  lmdung, kawasan  budidaya
pertanian dan budidaya non pertanian. Tapi
disayangkan penctapan kriteria ini  masih
sangal umum dan dengan lokasi yang hanya
menyebut nama  daerah  kecomatan  dan
desanya saja’. Di bagian lain perda ini
menetapkan  pula bahwa vang melanggar
Perda im dapat dikenakan hukuman pidana.

2. Kebijakan, Rencana atau Program
(KRY) Kabupaten Bogor

Dalam Perda No. 1 tahun 1997 Kabupaten
Cianjur 1elah menetapkan sejumlah kebijakan
vang berhubungan penatsan tala  roang
Kabupaten Cianjur secara keseluruhan, dan
vang secara langsung berhubungan dengan
Kawasan Bopuncur di antaranya adalah:

« Penctapan Kota Cipanas sehagai pusal
pelavanan pariwisala, permukiman,
perdagangan dan jasa, agro mdustn,
kegiatan koleksi dan distribusi (pasal
7).

« Bopuncur juga dilctapkan  schagm
kawasan VAR membertkan
petlindungan  terhadap  kawasan
bawahannya, yaitn kawasan hutan dan
kawasan resapan air (pasal 16)
Bopuncur wang termasok  kawasan
sempadan  sungai, sesuai  dengan
kriteria yang dipakai pasal 17 perda iny
yaitu 100 m dari pinggir sungai,

« Ada  sebagian  wilavah  Kawasan
Bopuncur yang dikatagorikan juga
sebagai kawasan taman nasional

« Ada schagian wilayah Eawasan
Bopuncur yang dikatagorikan juga
sebagai kawasan lahan pertanian basah
dan tamaman pangan

s Selain 1w dalam pasal 28 Puncak
schagai  bagian dari  Kawasan
Bopuncur ditetapkan pula schagm
kawasan pengembangan prioriias

Sedangkan dalam Perda No. § Tahun 2002
tentang Rencona  Stovegis Daerab,  hasil
dentifikasi tidak menemukan secara khusus
program dan kebijakan yang langsung terkait
dengan Kawasan Bopuncur ini. Namun dalam
salah saty tujuan dan sasaramya ada vang
berhubungan dengan pelestaman Hngkungan
hidup vang direncanakan akan dilaksanakan
secATa rutin sgtiap ahm,

3. Kchijakan Lainnya Yang berkaitan
dengan Penanganan Bopuncur

Tdenufikasi KRP tentang Kawasan Bopuncur
untuk Kabupaten Bogor dapat ditelusuri dari

41 Untuk sehagean besar, pempebutan nama doerah aton wilayah yang sermanik sebuah kowazan dizebutkan secor
nidak jelas, yait dengan hamea menyebui nama kabupaten aici kotanya soio. Selinggo perintulkan kawasa

Bopuncwrpun menjadi birang relas.
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empat peraturan perundangan vang telah
dikeluarkan, vau:

+ Perda Nomor 3 whun 1988 lentang
Review Detail Tata Ruang (RDTR)
Kawasan Puncak

« Perda Nomor 17 tahun 2000 1entang
rencann  Tata Ruang Wilavah
(RTRW) Kabupaten Bogor

« Perda Mo, 6 Tahun 2001 temang
Progmm  Pembangunan  Daerah
{Propeda) Kabupaten Bogor tahun
2002 —2006

« Renstra Dinas Tawa Ruang dan
Lingkungan  Hidup  Kabupaten
Eogor talun 2002-20046

Perda No. 3 tahun 1988 tentang RDTR
Kawasan Puncak telah ditetapkan dengan
tujuan  wuntuk  memberikan  petunjuk
pengendalian  pembangunan dalam  rangka
memeliharn, meningkatkan dan

kerusakan lingkungan hidup (pasal 2).

Dan dari hasil identifikasi atas perds tersebut,
KRFP yang muncul scbagian besar dalam
bentuk kebijakan, Di mana pasal-pasal yang
ada haoya bersifat penetapan kriteria seria
Iokast bagi kawasan terscbul yang termasuk
kawasan lindung, kawasan jalur pengaman
aliran sungai dan mata  air, kawasan
penyangea dan kawasan budidaya perfanian
dan mom peranian Tapi disayangkan
panetapan kritena im masih sangat umum dan
dengan lokasi vang hanya menyebut nama
daerah kecamatan dan desa saja’

Dalam Perda No. 11 talhun 2000 Kabupaten
Bogor telah menetapkan sejumilah kebijakan
vang berhubungan penataan tala  ruang
Kabupaten Bopor sccara kescluruhan, dan
yang secarn langsung berhubungan dengan
Kawasan Bopuncur di anmrmanyva adalah:

a. Bopuncur joga ditetapkan  sehagai
kawasan yang memberikan
perlindungan  terhadap  kawasan
bawahannya, vaitu kawasan hutan dan
Kawasan resapan air (pasal 34%)

a. Ada schagian  wilaval Kawasan
Bopuncur vang termasuk  Kawasan
perlindungan  sctempal  (sempadan
sungai), sesual dengan kriteria vang
dipakai pasal 40 perda ini vaitu 50 -
100 m dan punggir sungai.

b. Ada schagian wilayah Kawasan
Hopuncur yang dikatagorikan juga
sebagai kawasan suaka alam dan
pelestarian alam (pasal 41-42)

¢, Ada sebagian wilavah Kawasan Boguncur
vang dikatagorikan juga sebagai kawa-
san rawan bencana, kawasan perdesa-
an, kawasan pertanian (pasal 45)

d. Dalam pasal 47 Puncak schagai
bagian dari Kawasan Bopuncur
ditetapkan pula schagar  kawssan
pengembangan  prioritas  panwisata
dan kawasan konservasi tanah dan air

c. Selain ju, dalam pasal 56-37
ditentukan pula kegiatan pengawasan
dan penertiban pada kawasan-kawasan
yang telah ditetapkan tersebul.

Selanjuinya  dalam  Propeds  Kabupaten
Bogor, diidentifikasikan bahwa tidak ada
KRP yang secara langsung berhubungan
dengan Kawasan Hopuncur, namun secara
umum dalam bidang LH dan SDA Kabupaten
Bogor memiliki program  di  amaranya
menginventarisir poiensi, membangun dan
mengembangkan SIM SDA  dan  LH
mengendalikan kernsakan terhadap tanah, air,
flora dan fauna serin meningkatkan upaya
pemumtmuan, pengendalian, pengawasan dan
pemaniaatan SDA dan LH.

i Walanpun Perda ini mengharuskan permbuaion batas wilayah perencanaan setiap kowasan dalom peta denga

shale 110,000 dan | 130000
39
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Hal yang sama terdapat dalam Renstra Dinas
Tata Ruang dan LH. Artinva udak ada KRP
vang secard khusus  umuk  Kawasan
Bopuncur,

2.  Kehijakan, Rencana atau Program
(KRP) Kota Depok

Identifikasi KRP tentang kawasan Bopuncur
untuk Kola Depok dapal dielusuri dan satu
peraturin  dacrah, vaitu: Perda Nomor 12
tahun 2001 temtang rencana Tata Ruang
Wilavah (RTRW) Kota Depok. Dalam Perda
tersebut Kota Depok telah  menentukan
peruniukan tata riuang di wilayahnyva dalam
bentuk kawasan-kawasan. Kawasgan
Bopuncur termmasuk:

« kawasan pengembangan baik it untuk
permukiman  dengan  kepadatan
rendah, agribismis, pertanian dan jasa
pariwisata (pasal 7)

» kawasan pengendalian. khususnya
kawasan lahan basah, yang dijaga agar
tidak terjadi alih fungsi lahan (pasal 8)

» Kawasan preservasi (pasal 9)

« Dan dalam pasal-pasal lain dijelaskan
pula sejumlah kriteria bagi
peruntukkan lahan tersebul

1.1.4 Kebijakan Lainnya Yang herkaitan
dengan Penanganan Bopuncur

Dalam melibat  aspek  kebijakan  vang
mengatur Kawasan Bopuncur, sclain melihat
sgjumlah kebijakan di atas, selayaknya juga
memperhatikan  sejumlah kebijakan lainnva
yvang secara langsung ataupun tidak memiliki
keterkaitan  dengan pengelolaan Bopuncur
sast i Kebijakan-kebijakan  tersebut
terutama yang berhnbungan dengan kebijakan
sekioral vang pada dasarmya tidak secama
khusus mengatur satn  kawasan, namun

berlaku secara nasional, Kebijakan kebijakan
jenis ini sesungguhnya sangat banyak ada
vang berbentuk Undang-undang maupun
peraturan  di  bawahnya Sebagian kecil
diantaranya vang dipandang perlu untuk
dikemukakan diantaranya adalah sebagai
berikut:

1. Peraturan Pemerintah No. 47 wahun

1997 tentang Rencana Tala Ruang
Nasional;
Dalam PP Mo, 47 tahun 1997 tentang
Rencana Tata Roang Nasional,
schagaimana telah disampaikan pada
bagian sebelumnya, diegaskan bahwa
Bopuncur ditetapkan  scbagai salah
satm  kawasan  terlenfu  yang
memeriukan  penanganan  khusus,
Kekhususan i berhubungan dengan
nilai stratetegis kawasan  tersebut
dalam membenkan perlindungan bagi
kawasan di bawahnva termasuk DKI
Jakarta.

2. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun
1991 tentang Sungai;

Dalami peraturan im, ditegaskan bahwa
Sungai vang didalamnya mengatur
juga temtang Waduk, diupayakan
untuk tetap terjaga, khusosnya dalam
fungsinya scbagai penyangga sumber
dava air, vang saal ini dimasakan
semakin kritis. Dan melalui peraturan
i pemerintah berupaya mengatur
sccara lebih tegas persoalan yang

berhubungan dengan sungai.
Diantaranya adalah :
% Penguasaan EUNgai yang

ditegaskan bahwa sungar dikuasai
oleh pemenntah/Negara, yang
artinygd seluruh fihak yang akan
memanfaatkan sungai harus apat
persetujuan dari Pemerintah.

40



Analins Ketwakan Rencana, dan Program (KRF) dalam Kajan Lingkungan Stratages (K15)
Pengadoiaan Kawasan Bopuncut (Mugraha L Nujana) ':

4]

<  Dalam rangka penguasaan
tersebut, maka peraturan ini teah
menctapkan  batas  sempadan
sungai, schapai  batas  vang
diperbolehkan atau tidak untuk
dimanfaatkan

“ Untuk menjamin  keberhasilan
penguasaannya, maka  pala
penguasaan  sungai  ditetapkan
secara wilayah kesatuan sungai
Kebijakan ini menjadi penting bagi
pengelolaan Kawasan Bopuncur,
sehab di kawasan ini fterletak
banyak Daerah Aliran Sungai.

. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun

2001 Tentang Pengelolaan Kualitas
Dalam peraturan im ditetapkan bahwa
Air sebagai suatu sumberdaya penting
bagi  keberlangsungan  kehidupan
manusia di muka bumi, selavaknya
mendapal pengaturan  agar terjaga
knalitasnya. Untwk #tu  melalui
peraturan i telah ditetapkan sejumlah
regulasi tentang air baik yang di atas
permukaan dan bawah tanah, mulai
dari sumber daya air, pengelolaan,
sampai  dengan  pengendalian
pencemaran air dan penetapan baku

<Mty ir,

Pengelolaan  Kawasan  Bopuncur
sclayaknya mempertimbangkan
peraturan imi, sehab sebapaimana
ditetapkan oleh Kepres 114/1999
tentang  Bopuncur adalah schagai
kawasan konservasi air.

. Peraturin Pemerntah No. 32 Tahun

1990 Tentang Pengelolaan Kawsasan
Lindung

Dalam peraturan pemenmntah tentang
Pengelolaan Kawasan Lindung ini
ditegaskan bahwa tujuan utamanya

adalah uniuk mencegah timbulnya
kerusakan fungsi lingkungan hidup.
Dengan sAsaran untuk: (1)
menighatkan fungsi lindung terhadap
tanah, ar, ikhm, tumbuhan dan satwa
serta nilai sejarah dan budaya bangsa;
(2) mempenahankan kenekaragaman
tumbuhan satwa, tipe ekosistem dan
keunikan alam, Dan untuk it dalam
peratumn  imi ditetapkan  kawasan
lindung adalah kawasan-kawasan yang
meliputi:

< Kawasan yang memberikan perdin-
dungan kawasan di bawahnya,
sementara yang dimaksud dengan
kawasan ini adalah: kawasan hutan
lindung; kawasan bergambut dan
kawasan resapan air,

% Kawasan perlindungan setempat;
sementara yang dimaksud dengan
kawasan ini adalah: sempadan
sungai, sempadan panai, kawasan
sekitar danaw'waduk, kawasan

% Kawasan Suvaka Alam dan Cagar
Budaya; scmentara yang dimaksud
dengan kawasan im adalah:
kawasan suaka alam, suaka alam
laut dan perairan lainnya, kawasan
pantai  berhutan  bakao, taman
nasional, hutan rava dan taman
wisata alam.

*» Kawasan Rawan Bencana Alam

Selanjumya jika mengacu kepada

peraturan ini, di Kawasan Bopuncur

didapati banyak kawasan yang harus
mengacu  kepada  ketentuan  dalam
pasal-pasal peraturan ini, sebab
kawasan ini termasnk kawasan vang
memberikan  perlindungan  kepada
kawasan di bawahnya, ada kawasan
perlindungan satempat seperti
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scmpadan sunga) dan mata air, dan
juaga ada kawasan suaka alam dan
cagar alam.

3. Peratwran Pemerimah No. 34 Tabun
2002 Tenmtang Tata Hutan dan
Penvusuman  Rencana  Pengelolaan
Hutan, Pemanfastan Hutan dan
Pengeunnan Kawasan Hutan, dalam
peraturan ini diatur tentang bagaimana
pengelolaan  hutan  agar  diperoleh
manfasl vang sebesar-besarmya bagi
masyarakat. Untuk itu 1elah ditetapak
sgjumlah  atuwan  main  dalam
pengelolaan hutan ini. Dan dalam
kepentingan  penpelolazn  kawasan
Bopuncur yang di dalammya meliputi
sebagian adalah kawasan hutan, maka

2.2, Analisis Kcbijakan, Rencana dan
Program Kawasan Bopuncur

Dalam  analisis KRP ini  dilakukan
melali dus pendekatan vaitu analisis s
(content) dan analisis  keterkaitan KRP
dengan implementasinya.

Berdasarkan  analisis isi  (conten
analysis)  dan kebijakan-rencana  dan
PrOEram
1. Kebijakan vang ada dapal dikelompokkan

ke dalam tiga kelompok kebijakan

« Kebijakan wvamg secara  langsimg
berhubungan dengan pengaturan lala
ruang Kawasan Bopuncur (K-1)

» Kebijakan yang mengatur tata nuang

peraturan 1m sshamsnya  menjadi secara umuny, dan ndak belaku khusus
rufukan pula. kepada Kawasan Bopuncur (K-2)
. Kﬁh‘ljlkﬂﬂ umum (entang pemganrm
kewenangan pemerintahan (K-3)
Tabel 2
Matrik Kelompok Kebijakan Kawasan Bopuncur
K-l k-3
Masional s PP No 1371963 LS Mo, 2271992
s Kepres No. 48/1983 PP No. 25/1909
s Kopres Mo 79/1985
o 5K Buppenas tahun 1996 fentang Pokja
oy
o Kepres 114/1959
Juwn Barat # Pembentukan TAT Reponal Perda
+ SK GUH tentang kriteria lokasi dan sandar Renstra
2k penatann roang Boplunour Prop Jaws Borsl
+ 5K Bappeda tentang pelarangan ijin lokasi
o 5K Gub pensdasn nlang Kawssan Bopunour
o Pasal-pasal tertentu dari Perds RTRW
Kab, Ciangur | » Perds Noo /1994 RDTR Puncak Perda No. 82002
# Pasal-pasa) terientu dari Ferds RTRW Rensira Daerab
Kah Bogar | » Perda No 3 /1988 RDTR Puncak » Perdu Propeda
= Pasal-pass] tertesiu dari Perda RTRW » Rinstrn Lines
TR &1LH
Kota Depok | » Pasal-pasal tertentu dan Perda RIRW
+ ROTR Belam ada (Karéna nebelumnya di
RDTR Puncak Kab. Bogo
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Berdasarkan analisis konten yang telah
dilakukan atas kescluruhan KRP vang ada,
maka dapat disimpulkan sebagm berikut:

1. Pada umumnya isi dari KRP adalah
berbentuk  kebijakan. impun  dalam
bentuk kebijakan yang sifatnya knteria
dan peruntukan

2. Keterkaitan isi kebijakan pada level yang
lebih  strategis  (nasiomal) denpgan
kebijakan di bawahnya tidak terlalu
nampak aliran kebijakan, rencana atan
programnya. Masing-masing  kebijakan
masih memuat kriteria-kriteria umum
vang pada kebijakan vang lebih tinggi
sudah ada.

3. Selain  itn, isi  kebijakan yang
dikembangkan pada umumnya lehih
bersifat spasial (keruangan), sementara
pada tataran rencama dan atau program
bahkan pada proyek atan kegiatan
bahkan dalam penganggaran yang secara
empiris terjadi di lapangan lebih bersifat

sektoral. Perbedaan pendekatan ini telah
menychabkan pula (erputusnya  pola
keterkaitan KRP dalam pengendalian
Kawasan Bopuncur.

Antara kebijakan di t1ataran yang lebih
strategis seringkali terjadi pengulangan
otau kurang/tidak ada wvang berbentuk
alimn KRP, tapi semuanya lchih
berbentuk kebijakan (khususnya) pada
K-1. KRP yang ada belum berbantuk
kebijakan yang dimungkinkan mengacu
kepada Program atan rencana, tapi lebih
bersifat kriteria dan peruntukan kawasan,
itupun dilakukan dengan hanya dengan
menyebut kecamatan dan desa. (catatan,
peta kawasan yang lebih detail misalnya
1:5000, seperti diminta Kepres No.
114/199%  semma  daerah  tidak
memilikinya).

Tabel berikut ini memberikan gambaran isi
kabupaten/kota.

Tabel 3 o

Hasil Analisis Isi Kebijakan dilihat dari keterkaitan KRP-nva

Kehijakan

Maxional + Kepres 114/199%

nmml‘mﬁm

Jows Barsi | « Pembentukan TAT Regional

# Pasal 71 Parda RTRW tenians

» SK GUB tentung kriterio lokasi dan standar

teknis penntaan roang Bopuncur

progrim penangguiangan kawasan
dengan rencana tahun pricttasma

» SK Bappedn tentang pelarangan ijin lokssi
+ SK Gub penataan ulang Eawasan Bopuncur
» Pusal-pasai tertentu dari Perds RTRW
Kab, Cianjur | » Perda No, 5/1994 RDTR Poncak « Paszal ¥ Perda RTRW Cianjur
= Pasal-pasal terieniu dan Persds RTRW o Pasal 9 sd 24 Porda Clanjur
tentang RDTR unesk
KEuh Hogor | » Perds Ne. 3 (1988 RDTR Puncak » Pasal 6-31 Perda RTRW
# Pasal-pasal tzrientu dari Perda ETRW
Kota Depok | » Pasal-pasal terientu dalam RTEW = Pagal 7 Perda RTRW Depok

43




Wacana Finam, Vol 7 Momor 3, Seplambe: 2004 31 48

Berikutnya, dalam analisis implementasi
kebijjakan  dapat tedihat  bahwa ada
permasalahan  dengan  aspek  koordinasi
Dalam wvnsur ini dapal dikatakan bahwa
komunikasi perumusan KRP antar daerah
dengan pusat, mavpun daerah dengan daerah
yang lain, bahkan antara spatu instanst di
dalam satu daerahpun komumikasinya dapat
dikatagorikan tidak berjalan dengan baik
Salah satunya di tunjukkan oleh hasil analisi
isi yang menunjukkan belum sesuai dengan
vang direncanakan. Selain oleh  kenvataan
empirik tentang Kawasan Bopuncur yang saat
ini sudah sangat mengkhawatirkan.

Salah satu penvebab dari tidak berjalannya
semua itu adalah adanya perbedaan onentasi
dari para pembuat kebijakan di tataran makro
(strategis) dengan para perencana & level
bawah yang lebih cenderumg menggunakan
pendekatan sekioral. Dan yang kedua, adanya
kepentingan para pengambil kebijakan vang
Iebih  mengedepankan kepentingan non-
publik.

Selain i, kegagalan dari implementasi
kebijakan tentang pengendalian Kawasan
Bopuncur juga discbabkan oleh kurang
bepalannya  fungsi  pemantaman  dan
pengendalian yang efektifl Sehingga fungsi
hukum dalam bentuk reward and punishment
dari seluruh kebijakan yang teridentifikasikan
tidak berjalan sama sekali. Sehingga dengan
demikian KRP vang ada untuk mendukung
keberlanjutan  lingkungan  di  kawasan
Bopunjur dapat dikatakan sudah cukup baik,
nmamun dalam implementasinya  sejumlah
ketentuan  tersebut  tidak  scpenuhnya
dijalankan. Hal i dapat dilihat dani tdak
adanya koordinasi dan integrasi vang baik
dalam wpaya mengendalikan Kawasan
Bopuncur, misalnya dengan telkom, listrik,
jalan dan fasilitas sosial lainnya,

3. Penutup

Scjalan  dengan hasil
kebijakan, rencana dan program (KRP)
fersebut  di  atas, selanjutnya  dapat
dirckomendasikan empat persoalan  besar
vang harus menjadi focus utama vang harus
segera  dipecahkan dalam  penyelesaian
masalah pengelolaan kawasan Bopunsur ini,
Adapun  keempal rckomendasi  tersebut
adalah:

Pertama, penyamaan cara pandang atas
pemanfantan kawasan Bopuncur dani seluruh
stakeholders  wvang  berkaitan  dengan
pengembangan kawasan Bopuncur Tarik
menarik  antara  kepentingan  pengendalian
dengan tekanan ckonomi harus  dijawab
secara tegas oleh KRP pengembangan
kawazan Bopuncor di masa-masa mendatang.
Pembiaran dalam ketidak jelasan akan
menyebabkan pengembangan kawasan i
semakin tidak terkendali. Artinya, mest satu
kepastian  bahwa kawasan ini tidak
sepenuhnya untuk kawasan komservasi dan
kawasan lindung, namun disebagian kawasan
dimungkinkan untuk dijadikan kawasan
budidaya. MNamun persoalannya bagaimana
ERP vang ada mampu memberikan jaminan
atas pengembangan budidaya tersebut yang
tidak mengganggn kawasan konservasi. Hal
ini, seharuenya mampu drumuoskan secarn
tegas diantam selurnh stakeholder, nmalai dan
Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor dan
Kota Depok, serta Propinsi Jawa Barat dan
Nasional, termasuk didalamnva dengan DKI
Jakarta.

Kedua, untuk bisa memberikan jaminan
bahwa keseluruhan KRFP wyang telah
disepakati it dapat dilaksanakan dengan
melalui mekanisme yang sejalan dengan
konsep otonomi daerah yang saat ini berlaku
Uniuk i dibutuhkan  satu  model
kelembagaan yang secara khusus mengelola

analisis  atas
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kawasan ini. Kelembagaan ini  dapat
berbentuk kelembagan permanen atau dalam
bentuk forum yang bersifal koordinasi. Tap:
vang harus menjadi bagian pentingnya adalah
adanya kewenangan yang cukup kual dan
kelembagaan il dalam aspek perencanaan
dan pengendalian. Dalam  perencanaan
kelembagaan ini memiliki kekuatan untuk
menekan perencanaan di tingkat daerah dan
termasuk pusal untuk melakukan penvesuaian
dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
Begitu  pula  dalam  pengendalian,
kelembagasn ini scharnsnya — memiliki
kekunatan vang kuat dalam menjamin seluruh
siakeholders memennhi ketentuan yang telah
disepakati nya.

Ketiga, dengan mekanisme kelembagaan
tersebut di atas, maka dimungkinkan ada
suaty kawasan yang hanva berfungsi sebagai
kawasan lindung atau konservasi, sementara
di satu sisi ada satu kawasan vang justra
menjadi kawasan budidaya. Untuk itu perlu
diatur suatu mekanisme sharing pembiayaan
dan keuntungan (cost and bemefit sharing)
akibat dari adanya konservasi fersebul.
Mekanisme ini sangal d:peﬂukm unink
membaniu deerah halu dalam menjaga dan

pembiayaan i huly, dikarenakan daerah
terschut ikt menikmati keontungan dari
adanya konservasi vang baik di kawasan
hulunya.

Keempat, rekomendasi benkutnya vang
harus menjadi perhatian kelembagaan yang
mengelola kawasan Bopuncur ini, maupun
stakeholders vang lainnya adalah
memberlakukan mekanisme insentif dan
disinsentif dalam pengelolaan Kawasan
Bopunjur schagai suatu kawasan konservasi.
Mekanisme ini sekaligus sebagai bentuk
penghargaan bapgi mercka yang secam
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konsisten melakukan pengendalian  dan
punishment bagi vang bdak memenuhi
kesepakatan vang telah di bentuk.
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